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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang + a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum  menyatakan bahwa lugas dan
wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan
menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
“Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa kelentuan Pasal 65 ayat (3) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan
bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b di
atas, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pedoman
Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 lentang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn ﬁ
Nomor 166, Tambahan Lembamn Negara Repybijy
Indonesia Nemor 3887

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubiiy
Indenesta Nomor 4252);

ndang MNemor 10 Tahun 2004 tentan
::._._..n.m._. ...m i Perund -.._Zxana_.o..&ru"
Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tarmbahan Lembaran Negara Republi Indonesla Nomer
4380);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
P intshan Daerah palmana lelah diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nemor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2008
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilhan Umum  (Lembamn  Negara
Reputiik Indonesla Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
1 Negara Rep donesla Nomer 472 11—
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 fentang
Panal Politk (L Negara R Indones
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4801);

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4836);

Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan Alas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 fentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2009 MNomar 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4986);

Peraturan Pemerdntah Nomor & Tahun 2005 fentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daersh sebagaimana  telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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Memparhatikan

Menatapkan

49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonosla
Tehun 2008 MNomor 02, Tambahan Lembaran Megara
Republitindonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomer 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisl Pemdihan Umum, Komisl
dan Komisi Pemilihan

Pemiihan Umum Provinsl,

Umum Kabupalenola sebagaimana flelah diubah
terakhlr dengan Peraluran Komisl Pemilihan Umum

Nomor 63 Tahun 2009;

11, Peraturan Komisl Pomilihan Umum Nemor 08 Tahun
2008 lentang Susunan Organisasl dan Tela Kerda
Selretadal  Jenderal Komisi Pem¥ihan  Umum,
Sekretariat Komisl Pemilhan Umum  Provinsd, dan
Sekrotara! Komisl Pemiihan Umum Kabupatenota
sebagaimana  diubah  dengan Peraturan Komis!
Permilihan Umum Nemeor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor €8 Tahun
2009 tenlang Pedoman Teknis Kampanye Pemily Keps:
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13, Keputusan Komisl Pemilihan Umum Provinsi Kallmantan
Tengah Nomor 38/KPU-KTG/XI/2009 fentang Tahapan
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiihan Limur
Kopala Daerah dan Waki Kepala Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 sebagaimana diubah
dengan Kepulusan Komisl Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 0/KPU-KTG/I2010,

: Kepulusan Rapat Pleno Kemisl Pemiihan Umum Provinsl
[Kalimantan Tengah tanpgal 15 Januar 2010.

:  KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN

KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH TAHUN 2010,

WAKIL




BABI

lisan atay tertulis kipada a masyarakal dalam benfuk sebagaimana dmaisud dslam
KETENTUAN UMUM Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebsgaimana diubah lerskhic

dengan Undang-Undang Nomor 12 T Tahun 2008 dan dalam jadwal wakdu yang
Pasal 1 dielapkan KPU .!i.ﬁ_xb___:ﬂibni..
8. & Visl adalah uralan b 1 dengan luaktas kehidupan bangsa,

PSlinKdpoisan f 1900 b E-&g e dengan k

yang dajukan dalam rangika

1. Pemithan Umum, selanjutnya isebul Pemiu, adalah saana pelaksanagn ggg%.ﬂ
Egaiigiiﬁ;% fahasia, jujur, €. Program adalah uralan berkenaan dengan langikah-langiah dan alau strateglakts
dan odil dalam Negara Repubik esmpbeny P dan dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersial public.
Undang-Undang Dasar Negara Repubic ndonesia 10. Pemih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada aal hani pemungutan

2 Pemiihan Umum Kepala Daersh dan Wakd Kepala Daerah Provinsi Kafimantan suara telah genap berusia 17 (lujuh belas) tahun atau lebih atau sudahipemah kawin
ogg%gbisiggiiigg dan/alau lidak sedang dicabut hak piihmya.

Kalimantan Tengah adalah Pemilu untuk memiih Kepala Daerah dan Waldl Kepala
Daera n%xu_nﬂ.__! !gﬁfggzﬁnﬂaﬁg??&z. 11, Pemberitaan, penylaran, dan Idan kampanye adaslah penyampaian pesan-pesan
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakal melald media celak dar
Indonesia Tahun 1945, clakironlk secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosd, suara,
peragaan, sandiwara, debat, dan benluk lainnya bens! ajakan, himbauan untuk

3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwskilan Rakyal Provinsl, dan Dewan memberikan dukungan kepada pasangan calon. g
[ Rakyat jutnya ciscbut DPR, DPRD Provins, dan
DPRD Kabupaten/ Kota. 12. Panilla Pengawas Pemilu Provinsl Kalmantan Tengah, E!__.sua disebut

Panwasiu Provinsl Kalimantan Tengah, Panitia Per Pemilu K

4.  Padal politk adalah partal poiitk peserta Pemiu Anggola DPR, DPRD Provinsl,
dan DPRO KabupatenKota Tahun 2009, selanjutnya -le.a M““H«J’ xh%%v!-ﬂvﬂﬁnﬁ “M__..u:

5  Gabungan parial poitk adalsh gabungan dua paral poltk stau lebih yang ‘adalah yang ~8na...vnz

. Secara bersama-sama bersepakal secara lerulis untuk mengusulan dan atau xov&-inuinﬁggiglﬁ?
mencalonkan 1 (salu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 13.  Panilia Pemillhan Kecamatan dan Panitia Pemungulan Suara, selanjulnya disebul PPK
Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komisl Pemilihan Umum Provins Kalimantan ._!._uhm-nur:vgs_-ul.n g Pemilu Kepala
Tengah. Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di lingkat Kecamatan

_ & dan tingkat Desa/Kelurahan.

v ﬂé.%gingaﬂiggxaggn 14. Alat peraga kampanye adalah semua benda alau benluk Lan yang memual visi, misi,
dan Wakil Kepala Daerah Provins! Kalmantan Tengah yang disullan dan atau e, peoram pasangan eaku, syl siwhol nﬂ“&.%?gﬂsha“
dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partal politik dan parseorangan, yang telal g untuk K ye Pemiu jan untuk i

yaratan dan telsh secam luas oleh Komisl Pemikhan i memith pasangan calontertonts.
Urmiurn Provins! Kalimantan Tengah. 15. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk kin yang memuat wisi, misi,

“.  Komisi Pemilihan Urmum Provinsl Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum b program pasangan calon, simbolsimbol, alau flanda gambar yang disebar
Kabupaten/Kota selanjutnya disebul KPU Provins! Kamantan T h dan KPU uniuk .ﬁ-ﬁ:ﬂ:“ﬂd—&eugg%iiﬂggs

i adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepal pasanga e
Daerah Provi dalam Pasal 1 angka sal
Undang-Undang Nomor 22 nzsuoa tentang Penyelenggara Pemiihan Umum.
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas

B. Kampanye Pemiu Kepala Dsersh dan  Waki Kepala Daerah Provinsi & ‘i
Kalimantan Tengah, selanj disebut Ty !E-__-..s tu keglatan yang 1 o
%&En&a&:ggr b, Jujur
kampanye untuk meyakinkan para ‘a‘.g%%é & ol L .
sebesar-besamya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara o oty )
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Pasall

giggviiigitigg_
talimantan Tengah dilakukan di di selunzh witayah Provins! Kalimantan Tengah.

Pasal 4
(1) Kampanye Pemiu Kepala Daerah dan Waki Kepala Daersh Provinsl Kalimantan

Tengah dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta berlanggungiawab
cam manup bagian darl pandidikan polilik

(2)  Pendidikan politi ¥ pada syat (1), dengan
mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kepala Daerah
‘dan Waidl Kepala Daerah Provinsi KaEmantan Tengah.

(3)  Dalam kampanye, rakyat mempunyal kebebasan untuk menghadin kampanye.

Pasal 5

(1) Uniuk dapat dikat sebaga keglatan |
sebagai berkut - - =

oleh gan calon tm kampanye;
b. Terdapat unsur meyakinkan para pemiih dalsm rangka memperleh dukungan
sebesar- besamya dalam bentuk penawaran visi, misl, dan program secara

tertulls atau lisan;

€. lerdapat alat peraga atau atribut -
dan ; pasangan calon; dan d. dilakukan pada jadwal

pada ayal (1), apabla tdak memenuhl

Pasal 6
wsangan calon hak, k o

n_n kampanye Pe yang adil dan setara
Tengah, ye Pemily Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Provins! Kafimanton

O

BAB Il
DDDDDDD ELENGGARA
Pasal 7
ﬂmu Dala Lol .. [ g calon P?Sl‘..‘ ¥
(2) Dalam benluk bm pada ayat (1), vuvv..
calon berkoordinas! ._oank-v-__.u-uoﬁﬁ-_ku panai poltik
(3) Tim ksud pada ayat (2) berugas menyusun seluruh

_SEESSEEE%E“.E tebnis
penyelenggaraan kampanye.

(4) Untuk Pemiu «dan Wakil u Eaa!.nu__.#_.rﬂ:.gua

lingkal provinsi dapat membenluk tim finghat
kecamatan.
11111
{1) Nama-nama dan gota tim o dimaksud dalam
Pasal 7 h EEE%—QCP&EE«!&!E@
Kabtupalen/Kota sosual dengan ling dengan 0, formulir Model AD-

KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :

a. 1 (salu) rangkap untuk pasangan calon;
b. (satu) gﬁ..ﬁ-xﬂ:ﬂ%iﬁlﬁ: o.._nkg.ﬁ»._—nu_.._

e 1 (salu) ..-_aﬂiv untuk F Provinsi Tengah, dan Panwasiu
z-__.i. alenMota;
1 (satu) rangkap untuk Pold sesual tingkatannya.
12) 139-8_.! tsv..ﬂ._ﬂ-..ona ta tim P finghcal wota dan

vnn.n!.a:_lv_n-ﬁ n bersamaan pada waidu
vo_ﬁh._.-ﬁ_ao lﬂgﬂggggggggﬁ u gabungan
partai politik atau persecrangan.

{3 v«%%gisgign-:gvﬁ;o.
g%nsgg uinnnain-.v-ran-naﬁo— (satu) har

(4) KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU up Kol ik,
daflar nama anggela tim k 4 pada ayal (2) kepada
Panwasly Provinsi Kalimantan Tengah dan glﬁEXug-uﬂzanlh
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Pasal 9

masyarakat
?i#r!i%sia!ﬁ%

dimaksud pada ayal (1) adalah Warga Negar
(0 s s s, et s T () 0 L o
w....r _Eki»_qaiszi_tig%:n_ﬁg}gi.

tercantum dalam daRar pemilh.

Provinsl Kafimantan
Kampanye Pemilu la Daerah dan Waki Kepala Daerah
Tengah Eii"e“-suin dalam Pasal 1 anga 8 dilakukan secam bersama-sama
atau secara lerpisah oleh pasangan calon dan/ atau oleh m

Bagm
MATER! KAMPANYE

Pasal 11

i) Maleri kampanye yang dlaksanakan oleh pasangan calon mefiputl visl, misl, dan
Program pasangan calon.
ﬁ__ Maled kampanye yang diwujudian dalam visl, misi, dan program pasangan calon

a&%aguﬁi:rggsa&giﬁﬁug
kepada masyarakat pemilih.

Pasal 12
Visl, misl, dan prog ksud dalam Pasal 11 menjadi dekumen resmi

Pemorintah Eﬂ!gmiadiig%iiu&
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kakmantan Tengah.

Pasal 13

Penyampalan materi § ¥ . d dalam Pasel 11, diakukan
dengan cara ;

2. sopan, yaitu menggunakan bahasa stau kalmat yang santun dan pantas ditlampdican
ot yadutiak o

b, lenib, yaidu mengganggu ke T,

c didik, yaity Inf | taat dan shikan pemili;

n.. bijak dan beradab, yailu lidakk menyerang pribadi, kelompolk, golongan alau pasangan
calon lain; dan

©  lidak bersifal provokatif,

D) s

tmily Kodd 2000 pesm e rrnemtimgine 8

Pasal 14

Enagﬁggﬁgi_uﬂ:uﬁ 13, harys
b e P o 0 -
3 n moralitas dan nidai-nitai din 3
€. %IEE:EEE_GB" —r
d. meningkatkan kesadaran hukum: :
. membedikan informasi benar, i o
s il E..-!n .&Eﬁd&:fagrtau%g!n!
L ia.?gggsvﬁlcaggngﬂaaﬂés

senﬁ_?ofns_ .
membangun budaya politi Indonesia yang demokrals s

Pasal 15
aﬁagvaxﬁn:%gggq!a!gﬁcg.
Kabupalen/Koda dapat memfasiitasi penyet maled ks ye yang melipuli vis,
misl, dan p gan cak dimaksud da
Pasal 11,

BENTUK KAMPANYE

(1) Kampanys Pemily Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Provinsi Kakmantan Tengah
dapat ddaksanakan dalam benluk :
@, perlemuan lerbatas;
b. talap muka dan dialog;
C. penyebaran melalul meda cetak dan media elekdronilc
d. penylaran melalul radio danfatau televisi:
3

h. debal publikidebat terbuka antar calon; danjatay
I kegiatan lain yang tidak melanggar p dangan, antara fs.:
bagistan dak

8lau konvensi pasangan calon oleh partai Pkt 8%3u GabuNga:
vﬂivﬁ:ﬁnﬁaggﬂ%guﬂiggﬁ.%p
Egﬁggggg.gaﬂ_gnﬁu-&ﬁ
Lamum.

vvvvvv

Hampanye Pemilu Kepala Daerah dan Waldl Kepals Dasrsh Prowinsi Kalmantan Tengat
yang dilaksanakan dalam bentuk p lerbatas sebag dalam Pasal 1b
ayal (1) hurut a, diatur sebagal berkut :

g Surat Keputusan Pedarman Teknls Kempanye Pemily Kada 2010 N s



dan b Poda | Pols setempat. dengan’
pemsertabuan secwa ot kepads sewel BOC e
mmm':‘“"“m pemiu sesual inghalannys berkenaan dengan
o ‘naT pemblcara, daf PEABNOIING |awsb narls umluh

har, tanggal, wakd, fempat, ¢
yang dlundang.  © * aksy mengouARkan nomod und dan ki pasangan

Pasnt 10

Wakl Kepils Dssrsh Provinsl Ketmantas Tengah
;::um?ll!ﬁ mhﬂﬁmummwmw
.g.:.gmmhdt:ﬁmmmmmmm
poserta dak Hw,mhngmmwmmm
aummmm‘m""‘m‘mmm Pt crang:
foeian pesedta patog baras BEIA TR L had, tangosl, wabtu, tema,

s ane

%
!
|
|
%
5
i

sampal hataman gedusg atsu tempat Liap muka dan dialog. stay
:::’;mM[m meter & huer halaman gedung slau lemaal pedemuan
tatap muka dan disog.

Pasal 18

.mmmmnmamwmwmmﬂﬁ-mvm
yang Glaksanakan dadm bontuk pomyebarsn melalul madia cetsk meda clekio
-rm-mmmalme-iwu-:HWq.mww.

5 dighsanskan melahd  media  oalik danvalan modla  elektronl  dengan
Frrbisn eempalan yAng SAMA kepada pRsEAN exlon wriluk manyampaltan
vitl, misl, dan program pasangan cabn dengan menentukas durasl, frekuansl,
bantuk, dan

N e 0

b Mul‘d.m u?-w‘pﬂsun berts harn sesual dengan hetestuan g raturan

e mﬁmmnmmmmmw»u
sehingga oAran dan vl s,
Ly 13 pad; ki pan

logi & J

Pasal 20 .

Pasal 21

Mmm.mmmummmwmfmn
yarg

lepada e
dirakaied dalam Pusal 16 ayal (1) hunel e, diatur sibagal bersut - e
A penyshama bahan kampanye

b

kemazan dengan kego, Gambir, danfstsu segan pamngan calon, dan‘alay pact:
poltik. danfatau gabungan partal polak pengusel

Pagal 22

mmmwmmwumh Prerenss dlalmantan Tergal

ymmmmmﬁlmammmaw
MMMMWWMTM alaw KPU Kabupaten | Kot

dumakacd dalam Pasal 16 ayat (1) bt 1, dlstur sebagal bk -
8 KPU Prevind Kafimanisn Tongah, MPU Kabupalen | Kota, PPK. dam PPS,
Tengah, P

muumpmwmmpm:

b mmlulmmmmumhmmu-
pereja, vihara, purn, rumah sakil ate empal-iempal polipsnsn kevehatsn, gedung
milk permerintah, lersbiaga pendidan (gedung dan sekolaban], jalan-jalan prookos,
Jalan betias hambalan, dan tompattempal faslilas umum (meysinye Sasg talepon,
Uang ksteir, dlan pohon pasindang jalan),

& alal perags dapsl di pada fompal milk g b badan wwasta,

Podh X ore 11




|
m
_
|
.
_
|
_
_
h.

“
q

|

Dacrah Provinsl Kalimants,
Bo.!n..n!g..&xnult n Tengay
baﬂ._s“nt.isn!& M_._w.a %xiggggﬂfsu-ﬂ 16 aya

YA ot g, diatur sebagal berit:

P ita dad Pemilu ....!u!i._. N9Gal, wady
fempal, nama .

membawa alau menggunakan folo pasangan calon stau g
”-__HM% .egiﬂ%gggﬁ
calont a_._.iih.r!..: ¥ .__

x&iivﬁi:i?l!gi&igi_gg:é:

gii%gﬂkgg
u_n._as_nnu.s.in_ _a-_i.:.___ﬁ-..gnu&l:xce!___“

< snakan sebanyak (ima) kak, dengan 1a sebanyak 3
b. E_ESErg.EBEE!%»RE-EE&kQE:qu
Kepala Daerah; . -
¢ modemalor débat pasangan cakon dpEh cieh KPU Provins! Kalimantan Tengah dar
iy nal dan yang geitas tinggl, Jujur, simpatik,

TR S do salah salu p In!.ima_"

i u.s.mig:?..:o! dapat menghadirkan audiens dalam jumiah
lerbatas, dengan undangan. " .

) swotses ey Komponye Pem Koda 2010
Fiigd
-~ <

Egagggggiisvgm

Pasal 25

Kampanye Pemiy Kepala Daerah dan Wakdl Kepala Daerah Provingi Kalimantan T
Egeglgggigiﬁo&g%ﬁ
undangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bund |, dapal diaksanakan
gvdﬂu:eggagg,

Pasal 26

Ea.&ﬁg&ﬁ%g_ﬁcgg:ﬂﬂ%ﬁ.
L‘C?ﬂ%i&* atay i lampany na_..uun
mbusan pasangan calon dan alsu lim kampanye bersangiutan apabda
keamanan di wilayah lempaliokasi kampanye bk qﬂa Gl
kampanye, dan KPU Provinsi Kalmantan Tengah, KPU Kabupsten¥ola memstuzka.
an elau p L dengan kepada gan calon
dan atau tim kampanye yang bersangiasan.

Pasal 27

gﬁaﬁu&dﬁ.ﬁ:ﬂ%-ﬁ:ﬂuﬁg%gﬁ!g”
secara rombongan atau konvel, dalam keberang kepulangannya ¢darang -
.. p; r .

Pasal 23

grgggﬂgnsnggggggsa =

a!gggggqiggggﬂﬁigp
n!gﬂggiiggﬂ.;igi%
g-rﬁiﬂ.ﬁ:?‘ﬁrﬁﬁ!ﬁ.%ﬁiﬂ!gnﬂnvg.

Pasal 23

H:gﬂavtiﬁpi.zﬁug:gﬂgr%&:sgg!.
Wg:ﬁiiﬁaggﬂggxﬁ

tan k ye ldak mirip Tentara Nasiona!
r&&l:!n&zoﬁarn!gg.%n!!!%ﬁn!isn?
dan senjata lajam, serta wajib membantu Polri dalam : dan

ﬁvgﬁagﬁgggiggigg
pelitik yang mencalonkan pasangan calon serta by

Eiiégﬁsaﬁsﬁﬁauﬂanﬁfggxnﬂgﬁ

dan dapal dbubarkan oleh Polil sesuai bngkatannya, apatida nyata-nyals telah
mengganggu k dan kelertban

{7 Surat Kepotuson Pedemen Feknis K Pemily Had: 1




BABV
JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

pasal 30

Walkil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan
ju Kepala Daerah dan 16, dlaksanakan selama Jangka wakdy 14

{* Eiy..o.o_.__.ii%aﬁa

pemangutan suara di TPS sebagaimana dimaksug

harl sebelum harf dan tanggal dlarang melaksanakan kampanye dalam bantuk

() 305 adaish masa tenang dn
- apapun.

Pasal 31

dwal kampanyo rapal umum dan/atay
2y proves Kelmartan 4nuh.__._.__u=!hn.uuﬁ sabagalmana dimaksud dalam Pasal 1

dai | dari pasangan calon dengan
periemuan terdalas S gan memperhatican usy
L.u&.q?na._..

u. el i waltu
pasangan calon dien
~  pasangan calon;

twkan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye

..8_3 Lls!hi.-aa!?._gﬁ

o3, KPP LY. Jambat 1 (satu) harl sebell kamp
yang telah disepaiat palig bl 1 (AL T o nsl  Katmantan

~  dengan lembusan xng% Tengah), Panwasiu Provinsl Kalimantan
“%:ﬁﬂﬂwin. bupateniola se-Kalimantan Tengah serta PoldaPolms
setempal.

Pasal 32

kamganye ngkatannya. yang lidak menpgunakan kesempatan kampanye
o dauavqi._i._. a “..ﬂu_q_!.r ._pE._ﬁ N&g 31, baik s% atau  seluruhnya,
memberilahuka ra tertulis kepada KPU Provinsl Kalimantan Tengah atau KPU

! L_.Mos:vonn | ealambat-lambatnya 3 (liga) hari sebelum masa kampanye,

(@ KPU Provinsl Kalimantan Tengah berdasarkan pemberitahuan ssbagaimana dmalsud
pada ayat {1). mengadakan parbaikan Jadwal kampanye.

(3) Jadwal kampanye yang sudah diparbaiki ssbagaimana dimaksud pada ayat (2),
P .m:n_norn._n.o:xvc_u% Kalimantan Tengah.

_M.ﬂ Surot Ke putusan Pedoman Teknks Pemilu 14

4) KPU Provinsi Kalimantan Tengah y Jadwal b ye yang lelah diperbaik

kepada pasangan calon dan tim kampanye, dengan lembusan disampaikan kepada
Pemerintah Provins! Kalimantan Tengah, Panwaslu Provins! Kabmantan Tengah sen:
Pelda Propinsl Kalimantan Tengah.

Pasal 33
(1) Apabila situssi keamanan di wilayah lempalickasi kampanye lidak memungkinkan
diselenggarakan kampanye, Polrl selempal dapal mengusulian kepada KPU Provinsi
Kalimantan Tengah atay KPU KabupalenMota untuk batalkan atay menunda
pelaksanaan kampanyo, dengan lembusan kepada pasangan caln  yang
bersangkutan, Pamwasiu Provingl Kalimantan Tengah, dan Pamwasiu KabupatenKota.

(2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal diterima, KPU Previnsi

Kalimantan Tengah slau KPU Kabupalenilota memuluskan pembalalan ata
[ daan k ye, dan k fersebul diberitahukan kepada pasangan calon
yang P du Provingd K Tengah, dan Panwas'
Kabupaten/¥ota,
Pasal 34
Pelugas kampanye darl sctiap P calon wajb juk seorang atau | Y

anggolanya sebagal koordinalor lapangan, yang bertanggung Jawab lerhadap kelanca
keamanan dan keleriban peserta kampanye pada saal keberangkalan danfalay kepular,
darl tempal kampanye.

Pasal 35

(1) Apablla pada saal keberangkatan danfalau kepulangan pesera kampa
lerjadi gangguan keamanan/etertiban lalu lintas, petugas Polr dapal mengubah rur
perjatanan yang lelah ditentuian,

(2) Perubahan nde pedal bagaimana dimaksud pada ayat (1), bdak  diperiukar
persetujuan darl Pasangan calon yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanyo dapat diakikan melalul media massa cela-
dan lembaga pemyiaran sesual dengan peraluran perundang-undangan,

(2) Pemberiaan, penylaran, dan iklan K:

panye sebagai dimaksud pada ayal (i
dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye cleh pasangan calon kepad.
masyarakat,
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sk

Baglan Katiga
Panylaran Kampanys

Pasal 40
lllmm%{ﬁmmmmmm
digiog GAmBar pemiraa ataw susa pendengar, serta jajak

mmmmcnmmmw Karigpanye
mmmmmmmnwwm:rhym

Fanal 41

(1) Slaran  monolog dan dialog yang dsalengoanian okeh lambaga  penylaran
Capal L pasan uingal, sural elekirond (o-
), danfata lakeimil,

{2} Tala cara ponyslenggeraan siaran monolog dan diakg dapal dishur borsame-aama
dangan Da alimastan Tergah,

Ikfan Kamparyo

Pasal 47
(1) Bedan

¥ =angan Calon pada media massa cetak danfalay
& Bdan k v

(2} Idan Kampanye dilaring berisikan hall yang dapal

MANOgINOgY keyamansn pembaca,
pendengar, danfilsu pemiss, antia lain bersilal fanah,

| WWWMMNWMM
sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan lkian Kampanys, yaity
mmpwmmmwmmmmumm

{4} Pengatr P L
dimaksud pada ayal (1) oleh

Kampanys

Pasal 43

(1) Modia massa cetak dan lombags panyisman dilarasg menjsal blocking segment danistsy
Ibacking tima untuk Kampanye,

12) Blocking sapment sabagaimana dimsksud pada ayal (1), sdalah kotom pada media calak
rivvypy erbao - bag publ.

® 2010 o ]



i anggal penerbitan media
‘u,msnensia&a?!s%i.aaiii:wll..uati.i pemportaan bag!
' catak dan Jam layang paca lembaga penyia e

pubiik,

Pasangan Calon
cotak, lembaga penyiaran, dan
- H:Eﬁagggigg!iﬁ

Pasal 4
satiap Pasangan Caloa
(1) Batas maksimum pemasangan Man Kampanye @ lele vli_uﬂiuuau. puluh) detik
Eﬂgﬂnu&iaogui% L

(3) Batas i p Tlan .

ayal (2) bertaku untuk semua jenis idan. o—
sebagalmana dima =
P dan p dan pel idan penylaran dengan
uiﬂvi.:nanwov&lin.gel:%z&.%v.sn! Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

4)

Pasal 45
. dalam bentuk
(1) Media massa celak dan pemyi e kst dengan ihi
iklan pany ial atau iklan G _.l»l!. ¥
koda etik peridanan dan
&an standar tarll Ikan
(2) Media massa cetak dan lemb g '

gsﬂﬁggnqhii?vlﬁ!n&r
harus lebih rendah daripada tarl iklan

(3) Tarf iian Kampanye layanan masy
L

Kampanye komersial
Madia massa celak i layanan
penyiaran wagh meny idan

% i’f%giglgignisﬁgs
pulub) detik.

K: layanan jeat L d pada syal (4)

f hvbgﬂigiaﬁnﬁnigg!ﬁiﬁngs
pihak Lain.

o 4ot dukcel oleh pihak
{B) Pene dan penylaran ikian 3y yang dip
gﬁ%&:ﬂgv&uiﬁugigauﬂﬁxg
lembaga penyiaran.

@?ﬁb ’ Ped . da2010 18

(7} Jummiah wakiu layang Iidan K: Layanan masy > guraksud pada
oyat (4) tdak lermasuk jumiah ds calam Pasal 44 ayal (1).
ayal (2), dan ayat (3).

Pasal 46

Egggrigggginsgii

- berla dan serla untuk pemasangan iidan Kampanye bagi Pasangan
n.

BAB VI
KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA
Pasal 47

_u-__n.._aéu_.-%._nia.csms:x%nrggqﬂ_iuix-ﬂnuﬁi_

Provinsl Kalimantan Tengah dalam L harus memenubi ki .

8. lidak menggunakan fasilitas yang lerkait dengan jabatannya;

b. menjalani culi di luar langgungan negara; dan

€ pongaturan lama cull dan jadwal cull dengan
lugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 48

v&-uﬁ:on!u._stwb_Eﬁi_&agggggﬁ?ﬁsunuﬂu
aaaaa [ i yang ghan alau meug
salah salu pasangan calon selama masa kampanye.

BAB VI
PERANAN PEMERINTAH DAERAH, THI, DAM POLRI DALAM KAMPANYE
Pasal 43
._W_H._ kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Provinst
Tengah gan calon i hak uniuk mendapatkan informasi atay

aptgunaawamunnwﬂﬂﬂusﬂr!nndnar lentuan peraturan
Yang berfakuy,

dangan

Pasal 50

Wna__m.._._—p__ va.i_u. _9!535 Tengah, dan pemenntah kabupateniola, kecamatan, dan
Tengah ' [ Yang sama kepada bm
Kampanye dalam penggunaan fasddas umum untuk

K gy dan,
penyampaian materi Kampanye,
Pasal 51

Pemerintah Provinsi Kali Tengah, rola, desal

Ew_s:u_.. se-Kalimantan Tengah, Tentara Masional Indonessa, Poiri diarang melakukan
yang m el atay salsh salu &m dan;

o &5 1 Kampanye danfatay

{8} surockeputusan pedoman Teknis Kampanye Pemile Knda 2010 P |




BAD IX
LARANGAN DALAM KAMPANYE
Pasal 52

sarta sotiap orang dilarang melalukan keglatan
(1} Pasangan calon ._...__.._..ﬂ KR am Pasal | angka 8 dan Pasal 5, pada masa ;

; tanggal dimulal masa kampany
" dalam rmasa kampanye, Yaity apablla di luar jadwal yang telah ditentukan
unluk pasangan calon;
c 3 (liga)han sebelurn tanggal dan hari pemungutan suara,

(2) Segala kegiatan pasangan calon, |ermasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang

dilakukan sebelum langgal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, keglatan

p olahraga, keglatan dan kegiatan lain

dengan nama @papun EE&EEEEEEE%QE
an kamganye apabila i kotentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5.

Pasal 53

{1) Tim, peseria, dan pelugas kampanye, cilarang
a. memporsoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang GE
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan benluk Negara Kesatuan Republik

Indonesia; -

b 1 g yang L Hegara
Republid Indonesia ;

€ menghina seseorang, agama, suku, ras, g longan, calon P calon
yang Lain;

d. menghasut dan mengadu-domba atau al:

e, mengganggu ketertban urmum; »

1. menga untuk  melakuk atau ganjurkan
kekerasan  kepada 0 ik anggola y

pasangan calon yang lain;
g mensak dan/atau menghilangkan alal peraga kampanye pasangan calon;
h. menggunakan fasiltas pemanintah, tempat ibadah, dan lempal pendidikan; .
| membawa alay menggunakon gambar danfatau atribut pasangan calon lain selain
dari gambar dan/atau aliibut pasangan calon yang bersanghutan; dan
| menjanjikan atay memberikan uang atau mater lainnya kepada peserta kampanye

(2} Dalam kegratan kampanye dilarang melbatkan :
2. Hakim pada semua peradian;

b. Pejabal BUMNIBUMD; )

¢ Pejabal struktural dan fungsional dalam jabalan negefi, yaitu jabatan dalam bidang
eksekutil yang ditelapkan b rkan poraturan p dangan, k di
dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga lerlinggi atau tinggl negara,
dan kepaniteraan pengadilan

d. Kepala Desa alau sebutan lain.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tdax berlaku apabila pejabat
lersabul menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Provins! Kalimantan
Tengah.
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(4) Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Waki Kepala

Kalimantan Tengah dalam harus i .nu.-aa.v.o,.__.:.

a. fdak menggunakan lasiitas yang terkait an jabata H
b. :!E!_na&___zg.:nﬁwqd T
c. pengaturan lama cull dan jadwal cut dengan eb
penyelenggaraan pemarintahan daerah, £ g

(5) Pasangan calon dilarang mebbatkan Pegawal Negen Sipd, Angoota Tentara Masional

Indonesia, dan Anggota Pold se
- ; bagai peserta kampanye dan |ury kampanye dalam

Pasal 54

Pejabat negara, pejabal struidural dan pajabal fungsional dalam jabat
plesges om0 . onal jal -:e“”-:.va:n kapala

alau morugikan salah salu Pasangan Calon selama masa Kamganye,

Pasal 55

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam neger
serla pegawal negeri lainnya dilarang W ‘__lf.ﬂu_!

Kkepada Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemitu Kepa.
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum, selama, au..-_
sesudah masa Kampanye. ]

(2) Larangan socbagaimana dimaksud pada ayal (1) melipdi pertemuan, ajakan,

imbauan, seruan atau pemberian barang kepada wal
b: - g ; pegawai negeri dalam Englungan unit

Pasal 56

(1) Pelanggaran alas larangan kelentuan pelaksanaan Kampan i
ye  sebagaimana
a___lﬂ__nnl!.:__..l..l 53 ayat (1) huruf a, hurul b, hurul ¢, hural d, huru! e, hurul | dan
hurut | merupakan tindak pidana dan dikenal sanksi berd peraluran d;
undangan.

@ F aas b ok "
pelaksanaan kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) hurul g, huruf b, dan hurul i, sanksi dengan tahapan :

2. peringatan tertulis apabila pelaksana Kamgpanye metan
. s v e ye ggar larangan walaupun belum

panye di lempal lenadinya pelanggaran atau di suatu

daerah yang dapal mengakialkan tethad
mrrmasipe s gangguan lerhadap keamanan yang berpolensi

(3) Pengenaan sanks! terhadal
i o e e B i i

Fxﬂmgég:qﬁ.baxucxr‘ ol
tertulis dar/alau penghentian kegiatan kampany o ¥
pada ayat (2) paing lambal 2 (dua) harl setetah menenma laporan tertulis ber
dengan pelanggaran larangan kampanye lersebut, -
€ surat Keputusan pedoman Teknis Kampanye
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uetennw-.!nn__«:__ucn
b, Peringatan fertuls &Ez;sh.rﬂwshrﬂ FomPRAK dibuat dalam 4 (empa)
pada huru! a,menggunakan

rangkap, dengan ketentuan @ )
1) _Au.....sa..n.nes.___._..vg#ﬂ:n rﬂ_ﬁ.ﬂ:? :
3 __._«n__.;.o..in ”zcnwauuuﬁ._uei_n-sc-_ .__._uEE_sa".“ ook e 5
. i
““ “_ﬂur___w.nna.ahu untuk arsip KPU Provins! Kalimantan
Kabupatenala,

BABX

PENGAWASAHN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 57
ju kabupatenfota, F Ju kecamatan, dan
atas p

Panwash Provinsi Kalimantan Tengah, Pa
Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penga

Pasal 58

alas p

(1) Peng Pemslu Lap kukan pang
di lingkal desalkelurahan.

meneima  laporan  dugaan adanya  pelanggaran

2} Pengawas Pemdu  Lapangan 5
o _S:mugu»: Kampanye di tingkal yang oleh PPS, tim
Ki peserta dan pelugas Kamp
Pasal 59
(1) Dalam hal terdapat bukli pemulaan yang cukup ck.s.ﬂn.—...m a_”_._uu._ un:nnf _._EBEF..
alau _u»ﬂ““u_m_._. mﬂuﬁw:nu.. z»._éw___u.oena..uu G ey rganggurTy i
laporan kepada Panwasiu kecamalan.

hal terdapat bukli permutaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim
(2) Wn!_ﬂh_n?_n. uﬁ-:unﬂ_an__.egﬁ, alou petugas Kamparye dengan sengaja melakukan atau
lalai dalam pelaksanaan z-:ﬁ.a_.;.rq yang e Pamiu L B ...“
Kampanye di lingkal desal 5 P
laporan kepada PPS.

Pasal 60

j i jull dugaan kesengajaan atau
PS b menindaklanjull termusan dan laporan tentang
s "nE.._H”. dalam pelaksanaan Kampanye di lingkal desakelurahan sobagaimana
1 59 ayat (2) dengan melakukan :
.“_.EHE ._p_.uavot ayat (2 _ : : v
3 g P bersangkutan
terjadwal pada hari itu,

b, ﬂwnnhmz xnvnuaw PP dalam hal ditemukan bukli permulaan yang cukup tentang

‘ adanya lindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;

¢. pelarangan kepada p b atau tim untuk mel
Kampanye benkutnya; dan o
d. pelarangan kepada pesera unluk meng
T Surstkep Podk T Pemilu 2010 2

(2) PPK Indaklanjuti laporan sabag, dimaksud pada ayal (1) hurul b dengan
melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Namer 32 Tahun
2004 sebagaimana diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pasal 61

Dalam hal difernukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, lim Kampanye, pesena
Kampanye, dan pelugas Kampanye dengan sangaja atau lalal yang mengakibatkan
lerganggunya p K di tingkat desafhel dikenai lndakan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 scbagaimana dwubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

Pasal 62
(1) P: Iu k wajib juti laporan, seb dalam Pasal
59 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK.
(2) PPK wajib menindakdanjuti laporan  sebagal pada ayal (1) dengan
meneruskannya kepada KPU kabupatenota,
(3) KPU kabupatenkota wajib ! juti laporan sebag. dimaksud pada ayat (2)
dengan memberikan sanksi administratil kepada PPS.
Pasal 63
(1) Panwaslu k peng alas pelaksanaan Kampanye di lingkat
kecamatan.

Ev»a&-.c%:qﬁ:ﬂ!dcuoa:acfgvn_uaoun-uavuvrwm:un:_c:ﬁu:w«.e
lingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, K . bm
peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 64

:vusﬁai__-_.nu_“ﬁ_ec_&%nﬁéﬂuﬂ@gguuﬂknézkaﬂvixc_ﬂz
atau latal dalam k K y& yang gakib (T
P panys di lingkat k P
lapofan kepada Panwaslu kabupatenfkaota,

(2) Dalam hal lerdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, Lm
Kampanye, peserta Kampanye, alau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan
atau lalal dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatikan terganggunya
pelaksanaan Kampanye di lingkat kecamatan, P
laporan kepada P, il P dan ¥ 1 lemuan kepada PPE.

Pasal 65

(1) PPK wajib monindakianjuli temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan alay
I dalam pelak 1 panye di  lingkal kecamalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dengan melakukan :

a, ghenti jpelak Kampanye P Calon yang bersangkutan
yang lerjadwal pada hari itu;

b, pelaporan kepada KPU kabupatenkola dalam hal ditermukan bukti permulaan yang
.@ Surat Keputusan Pedoman Teknis Kampanye Pemiluy 1 23




cubup adanya tindak pidana Permdy terkall dengan pelaksanaan x_-.u_._.ﬁru:_a
c pelarangan kepada pelaksana Kampanyo atay tim ul
Kampanye bonkulnya, dan/atau . o
d  pelamangan kepada peserta wniuk mengikutl K berikutnya.

z_u ..;Eua_.. .._.-._:.ES
" ”:u..._“___ b dengan s su__ lindakan hukum sebagaimana an_iﬁrasﬁu_.u.caﬁan
Homor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008,

Pasal 66

(1) Panwasiu kabupalenmota wajib menindaklanjuli laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayal (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/iota.

{2) KPU ten/kota wajib Lanjuli laporan sebagai ksud pada ayal (1)
dengan membenkan sanksl administralil kepada PPK.
Pasal 67
{1} Panwaslu kabupalen/k pelaksanaan Kampanye di tingkat
katupaten/eota, terhadap
a b g adanya an atay anggota KPU kabupalenvkota,

schretans dan pegawal sckrelarial KPU kabupatenkola melakukan tindak pidana
Pemily alau pelanggaran administratil yang mengakibatkan lerganggunya Kampanyo
yang sedang berlangsung. atay

b kemungkinan adanya jaan  atau b i lim

Kampanye, peserta Kampanye nu_._ usEnu- _AE.RE_:- malakukan lindak uEEB
Pemily atau pelanggaran I yang libatkan lerganggunya K
yang sedang berangsung.
(2) Datam L peng: b dimaksued pada ayat (1), Panwashu
kabupalenkota :

had

a menerima laporan dugaan pel

b menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran x.::_gn._ai yang lidak ....n.ﬁni_ean
unsur pidana;

© menyampaikan lemuan dan laporan kepada KPU kabupatenkela lentang pelanggaran
Kampanye untuk ddindaklanjut;

o meneruskan lemuan dan laporan tendang pelanggaran lindak pidana Pemilu kepada
Kepolsian tingkal kabupatenota;

& menyampaikan laporan dugaan adanya lindakan yang mengakibatkan lerganggunya
pelaksanaan Kampanyo oleh anggota KPU ESE_-E—S—» sekrolars dan pegawal
sekretanal KPU kabup Mola kepada

I mengawasi pelaksanaan rekomendas! Bawaslu lenlang pengenaan 3__._.6_ -%8.

goata KPU kabupalenkota, dan pegawal KPU b
yang lerbukti an i yang gakil lerganggunya Kampanye _Bso
sedang berlangsung
T\ Suror Keput doman Teknis K PemiluKoda 2010 ouam tvme ot memtimeios 24
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Pasal €8

{1) _u-____s__-ac kabupalenkota _._..-_.....o_oﬂn.-s _..u_ua_. dugaan pelanggaran administrat
lerhadap kolentuan pelak 0 3 dimaksud dalam Paszal 67
ayal (2) huruf a, pada harl yang sama dengan E.E.E._ﬁ laporan.

[¥]] _un:a._ hhal _-a.._-_ bukti uo:._.__E: yang culup sdanya pelanpgaran adminstratd oleh

fim K yo, dan peserta Kampanyo di lingkat kabupalenkota,

v_-..!-____ ES._RS.S. menyampalkan lemuan dan laporan lersebut kepada KPU
kabupalenkota.

(2) KPU b kan penyelesaian laporan dan lemwan yang mengandung
bukdi 3:._.._8: yang n.__eu !!v_o pelanggaran administrabl cleh pelaksana Kampanye,
tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada harl dilenmanya laporan

(4) Dalamn hal Panwastu kabupalenkola menenima laporan dugaan pelanggaran adminisiratl
terhadap kelentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu leh anpaota KPU kabupateniots,
dan peg: KPU kat . Panwasly kabupatenfola

meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 69

(1) KPU B B dapat sanksd |
Istratif sebagai i dalam Pasal 68 ayat (3) selain yang diatur datam
Undang-Undang.

(2) Sanksl p pelanggaran : a dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(4) solain ?.ﬁ diatur dalam Undang-Undang n._ncu.ﬁ_.. dalam kode elk yang disusun
secara bersama olgh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraluran perundang
undangan,

Pasal 70

Dalam hal Panwaslu kabupatenkota menerima laporan dugaan adanya Lindak pidana dalam
,uo_hnu-._-os Kampanys oleh anggola KPU kabupalenikota, :_nn_n_.: dan pegawal

KPU & dan peserla K 0 dimaksud
dalam Pasal 69, Parwasiy uhoeo»ﬁ:?or melakukan ;

a.pelaporan tentang dugaan adanya lindak pidana Pemiu dimaksud  kepada

Kepelisian tingkat k ta; atau
b.pelaporan kepada Bawaslu sebagal dasar untuk mengeluarkan  rekomendas
Bawashu tentang sanksi,

Pasal 71

Pengawasan lerhadap pelaksanaan tndak lanjut
_.-su_..!.._a-u_ Bawasly _-_..FJn lpengenaan sanksl sebagamana dimaksud dalam Pasal 70

Pasal 72

(1) Pamwaslu Provins! Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye
di tingkat provinsi, terhadap ©
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a kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalalan anggola xﬂ_._ _ﬂﬂcii___..s:%_.a_._. antan
Tengah, sckrelans dan pegawal sokrotarial KPU v.!.__..._ ur_aauu:
melskukan tindak pidona atau pelanggaran administralil yang mengakibatkan

K yang sedang be atay

b adanya atau kelalalan un_u.ﬂ..__.j Kampanye, lim
i , pesera K dan petugas Kamp __.am._:._ng.
Pemily alau pelanggaran administralif yang mengalkibatkan terganggunya Kampanye
yang sedang berlangsung.
(2) Dalam melakukan peng: bagaimana di d pada ayat (1), Panwaslu Provinsi
Kalimantan Tengah : ) 3
@, menenma laporan  dugaan  pelanggaran P aan
Kampanye,
b. menyelesaikan lemuan dan laporan  pelanggaran Kampanye yang ltidak
mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan lemuan dan laporan kepada x.vc Provingd Kalimanlan Tengah
lentang pel an Kampanye untuk d 1] 3 :
¢. mancruskan temuan dan lapesan lentang pelanggaran tindak pidana Pemilu Kepala
Daorah dan Wakil Kepala Daerah Provins! Kalimantan Tengah kepada Polri;
@. menyampakan laporan kepada Bawaslu sebagal dasar &Ex iaatz_ﬁs
yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemily
Kepala Dacrah dan Waki Kepala Daerah Provinsi Kalmantan Tengah atau
pelanggaran i yang T lergangg P
Kampanye oleh anggota KPU Provinsi Tengah, sekrotaris dan |
schrelariat KPU  Provinsl | Tengah; Anggota  KPU
kabupalenola, Sekrelaris, dan Pegawal Sehretarial KPU Kabupaten/ota;
f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjul rek i B tenlang
sanksi kepada anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sekrelaris dan pegawal
¥ KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang terbukti melakukan tindak pidana
Pemilu Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah Provins! Kalimantan Tengah atau
pelanggaran ini yang kan terganggunya Kampanye yang
sedang berlangsung.

Pasal 73

(1) Panwaslu Provinsi b Tengah
admirstralil terhadap kelenluan pelaksanaan Kampany U
Pasal 72 ayal (2) hurul @ pada hari yang sama dengan dderimanya laporan,

laporan dugaan pelanggaran
hagai dalam

(2) Dalarn hal terdapat bukli penmulaan yang cukup adanya pelanggaran administralil oleh
pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di lingkal provinsi,
Panwasly Provinsi Kalimantan Tengah menyamgaikan temuan dan laporan lersebut
kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) KPU Provinsi Kalimantan Tengah lan laporan dan lemuan yang
mengandung bukli parmulaan yang cukup adanya pelanggaran administralil oleh

p panye, Um Kampanye, dan peserta Kampanye pada had diterimanya
laporan.

{4) Dalam hal Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan dugaan
pelangg inistratil K oleh anggota KPU
Provinsi Kal Tengah, is dan pegawai ial KPU Provinsi Kalimantan
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.:.i_..u.v.i.:_n an Tengan
Bawaslu.

laporan lersebut kepada

Pasal 74
(1) KPU B dapal

sanksi lambahan lerhadap pelanggaran
administralil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayal (1) salain yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dubah lerakhir dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008,

(2) Sanksl terhadap pelanggaran bagai d dalam Pasal 73 ayat
(4) selain yang dialur dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diletapkan dalam kode
etlk yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawasly sesuai dengan peraluran
perundang- undangan,

Pasal 75

Dalam hal Panwasiy Provinsl Kalimantan Tengah menerima laparan dugaan adanya

lindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anpgota KPU Provinel Kalimantan

Tengah, dan i KPU Provinsi Kalimantan Tengah, lim kampanye,
dii

dan pesarta K © scbagaimana sob ksud dalam Pasal 73, Panwasiu
nas_u_z-__qn:_h:.—-sﬂ__:._n_urﬁnp”

a. Pelaporan lentang dugaan adanya lindak pldana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud kepada Kepelisian Tinghat
Provires| Kalimantan Tengah: atau

b. Pelaporan kepada Bawaslu sebagal dasar untuk mangeluarkan rekomendas
Bawaslu tantang sanksl.

Pasal 76
Panwasiu Provins! Kalimantan Tengah malakukan an terhadap pelaksanaan lindak
lanjut rekomendasl Bawaslu lentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75.

Pasal 77

Panwash Provins! Kalimantan Tengah, dan Panwaslu kabupateniola serta tindak lanjut KPU
Provinsi Kaimantan Tengah, dan KPU kabupaten/kola terhadap lemuan atau lapotan yang
dilerima tidak garubi Jadwal pelak an K: y i yang lelah
dietapkan,
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(4) Pembukuan dana K ¥ L dmak ) cirmuitai 3
DANA KAMPANYE harl selelah Pasangan Calon diletapkan sebaga Svnﬂn.-._.-_-h”?.._ :avucu_w-_oh.k__unﬁ“w
i VWakil Kepala Daerah 15_.._._.—_ Kalwmantan Tengah dan diutup 7 (tupuh) hari sebelum
pony _u._.h_h.._..x! - dan vw...nnrz! Gana Kamganye kepada kantor
akuntan yang ddunjuk KPU Prowns Mabmantan T hoat KPU
(1) Dans kampanyo d akan P ga Calon, yang teknis pelaksanaannya ddakukan glgh Kabupa ; engah  atau
im kampanye. : . A P
' borsumber dari :
(2) Dana kampanye sabagaimana dmaksud pada syt (1) . 3 i
. Pasangan Calon yang bersanghutan, (1) Pasangan Calon dan bm Kampanye melaporkan dana Kampanye ke
b Ppartal Poitk danalau Gabungan Partal Poldk yang mangusulkan Pasangan ; ﬁhﬂsigasids_iass:ggg?:ﬁh
i Ma_n._.n.ﬂ_-_._ phakpihak lain  yang E-R-__s:iﬁ yang  meliputi R
!..:E..o!.z perorangan dan/atay badan hukum swasta. (2) Laporan !v__.h_...i! dana Kampanye ke KPU Provina Kalmantan Tengah sebagamana
) . dimaksud a ayal (1) mencanlumkan nama alay kdenitas lamat, dan
(3) Dana Kampanye sebag pada ayat (2) dapat berupa vang, barang, nomor telepon yang dapat hubungi. T
a Jasa. (3) KPU Provinsl Kals Tengah meng Lapotan p dana K
seliap Pasangan Calon sebagalmana dimaksud pada ayal (1) kepada
Pasal 79 %ii%g_gviigrageiaabkqn
. dan Pasangan Calon.
oo o 1 dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)
..5_:,.9_...__22,_ umbangan gbiﬂsiaingagnvﬁsun:!ﬁ.ﬁns dapat Pazal 83
berasal dan  perseorangan, helompck, perusahaan, e
sk tah). (1) Pasangan Calon melalui tm Kampanye di linghat prowinsi atau kabupatenrola
pamen melaporkan  penggunaandana Kampanye kepada KPU  Provinsl  Kalmantan
Pasal B0 Tengah alau KPU KabupalenKota paing lama 3 (bga) hari setelsh berakhemya
. i pemunguian suara.
(1) Dana kampanye yang berasal dari per “eupiah). —l—n
porie ‘melebihi Rp 50.000.000,00 (kma puluh juta ruplah). (2) KPU Provinsi Kakmantan Tengah atau KPU Kabupaten™ola menyampakan laporan
boleh . P an dan pengg: dana Kampanye yang dienma dan Pasangan Calen dan
(2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, aiay badan hukum swasta tim Kampanye sebag: d pada ayat (1) kepada kantor akuntan pubik yang
st dimaksid dalam Pasal 78 bidak boleh melebihl Rp 350.000,000,00 (liga ditunjuk paling lama 2 (dua) had sejak dierimanya laporan
tus lima puluh futa ruplah).
F T {3) Kanlor alunlan publik menyampaikan hasd audt kepada KPU Provinsi Kalmantan
o) P i gai keud pada ayal (1) dan ayal (2) dan lebih dan Tengah paling lama 15 (Nma belas) han sejak laporan
_ﬂnn.. _u&.Son_ 000,00 (dua juta bma ratus fibu rupiah) harus mencantumian identitas yang dimaksud pada ayat (2).
las
L e {4) KPU Provinsl Kakmantan Tengah mengumumian hasd sudt dana Kamganye kepada
Pa

masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah ditenmanya laporan hasd audd dan kantor
dimaksud datem Pasal 78 ayal (3) wajib akunlan publik, dan dokumen lersebul wajib dipelihara serta lerbuka niuk umem
kai uang sebagasmana o
ﬁ_—ﬁgaﬂhiﬂngsgggggggsg Pigid e
Khusus ¢ana Kampanye Pasangan Calon pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK),

(1) KPU Provins! Kak Tengah r pkan kanter akuntsn publl sebagaimana
(2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam benfuk bamng danalay jusa dimaksud dalam Pasal 83 ayal (2) yang memenuhi persyaratan.
ﬂgguggegﬂiaiﬂui—ﬁgsggﬂg (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) paung sediet
wajar pada saal sumbangan itu ditenma. memenuhl persyaratan sebagal bediot
a. membusl pemyatsan ledulis di atas keras bermeteras cukup bahwa rekan
(3) Dana sehagaimand dimak LE-.E@Q!E&&E&S!BF: yang b ggung jawab atas p Iap i ye tdak o
Egikiiﬂaég.gﬁgtg_sgni secara langsung ataupun tidak langsung dengan P Calon dan/alau tm
pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing Kampanye; dan

b. membuat pemyataan tefulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan
! yang beranggung jawab atas pemenksaan laporan dana Kampanye bukan

_._-c__ i : Teknis » Z0I0 B 8
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.sﬁnt!vsesav!u Poiitk yang mengusulkan Pasangan
manpakan
Calon.
pada ayal (1) dibebankan pada
sabagaimand dimaksud s
0 B i

Pasal 85

Kalimantan Tengah atau KPU o sebelh ass Kasrgtnye becakii =
Eua-uisvgsa_-n&l—._!_vsiwg

tidak mamenuhi kelentuan sebagakmana dimaksud pada
[&)] ﬁxﬂ&ihﬁﬂl yang lan sebagal pasangan calon oleh KPU Provinsi
Kabmantan Tengah.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal §7
(1) KPU nasixiﬁiqn.ﬁ.ﬁﬁl KPU Kabupaten/fota dapal membeniuk

. ks . wanye, yang keanggolaannya lerdir
dan instansi lain yang sangat eral A0SR karspakys dongan Jeeich St

dengan
KPU KabupatenKota.

[ s . ifs 0

ﬁv&-&t&:&ﬁngfﬁgiagguﬂﬂ-:gg
KPU Provinsl Kalimantan Tengah stay KPU Kab i a

S *
badkmya dengan pshak Poln dan TNI
Pasal &8

g&ﬂigsgiﬁig?gggﬁsﬁvﬁxuﬂc
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi Kab Tengah

pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wald Kepala Daerah Provinsi
Eﬁ:qgggg-iggn!un%ea
kampanye peserta Pemilu Kepala Daersh dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalmantan
Tengah.

Pasal 89

P gan calon ataw tim kampany sesual ingkatannya menandatangani sural mandat saks
gg%saiéqﬁ:nsggaqaﬁaagﬁit
penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/ola daniatay KPU Provinsi Kalmantan
Tengah.

Pasal 90

giggnsgﬁ_gggg Permil
Kepala Daerah dan Wakl Kepala Daersh Provinsi K: T ot

EEEEE lam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomar 6 Tahun 2005

sebagaimana dubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Momor 43 Tahun 2008 dengan penyesuaian.
BAS X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1
Keputusai IE§§§§E§§.§!.§
ya.




L ——— B ——
COMTgH L WODEL AR K,
MAMA LAKS KAMP, EMILIMAN
AMA ANYE P
1 BAMPANTE CAN PEl
5_.3__ KEPALA DATRAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TEMGAX
......... R
Hamn pasungan calen -
et
Kapats Diaerah dan Wakd Kapals Doarsh - -
—
Mamar wrul penstapen KPY Previeal 2
e
1, mm—
Hamer rekening Ehusus dana i8]

kampanys pasangan crion dan .

Lim kampanys

_.:.I.tan-l H... .I]I...l
Alamst
Pabecjanipbaton
37 Wamalenghap
Alnmat T S
Pahnrjaanijasian

o...!..t_lin-‘.
Anmat

Pahsrjaanjabrian

Demibian untuk menjsdl makium.

Tembusan dissmpaian kepads

o puanmgan ealen [}
| AT, gttt K T

ah
3.1 (smiu] renghap unich Parwasta Proviri, dan Pamesabu Kabupaten st so-Kalimanian Tongah 7L
&
a1

urduh Poid
Eataten:
i
] o . .._...1.__ antan Tengah dan KPU apabila tm
e e samp anye dbantuk diinghat Provinei dan Kabupataniota.
3 ...h_a..-li.__s-rmi.;
(% suror Keputusan Pedoman Teknis Karmponye Pemily Koda 010 s irmrtrarettimesns 32

SOuTOM ; VOO AD Y K

PERINGATAN TERTULIS | PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DALRAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kamisl u Provinal fria minl FomilRen Umum Kabupsten ..................d Kemesl Pamilban
(IO T P———
4. Dwaad:

. Undeng-Undang Nemer 31 Tahun 2004 sebaguimana diubah lerskhir dengan Undang Undang Nemer 12 Tabun
2008;

. Persturen Pemeriniah Homor § Tahun 2008 sebagalmuns dubah leraihic dengan Parsturan Pamaniniah Homsr
A9 Tahwn 1508,

e Rapsl plns Komisl Pemiben Umam Proviesl ... . /smisi Pemidaes Umem Kabupsien
...... cesseftornlnl Pomilhan Umum Koo oo %) WG ~ e

2 Wemutushan

gl panys Pemiu Kapala Dasrah can
Wkl Kapal Tongah®), kepada ;

Memar

Nama Anggsts Tim Kampanys

Nama Anggels

sh diery e Py dimaknud dalem Pasal
Pasal ... Pasal ..., dan Pasal .. . Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 sabagaimans dabah Lirabhis dangan
Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 dan Pasal .., Fasad ..., Pasal . . . Parsiursn Pameriniah bamar § Tahun
008 dungan Farsturan Pam &
Kamisl PemBihan Umum Homar 87 Tahun 3009, dan KPU Prewinal Kadi Tengsh Mamar... Takun
018,

3. Demiklen ek diskaanahan

Ismbusengwempeben kepede;

1.1 (wntu) ranghmg uniuk pasangsn calsn;
21 (natu) ranghag wniuk KPU, KPY

Tongah, dan KPU Make %
3.1 {satu] ranghap univk Bewssiv, Panw ssi Provinel Kaimantan Tengah, dan P ans sais Kabupatenaia')
.1 (eatu) ranghap wniuk Peld sesusl lngkstanmys,

Catatan:

1. Jumilah ..u_ nama patangan calan Kepals Dasrsh dan Wakil Kepala Dsersh (Anggets tim KampunyslAnggata

L Ketertuan Pasal yeng disrgger disl sesunl dengan ketentusn sabigaimana dimahsud dalam Undang-Undamg
Mamar 32 Tabun 2064 ah gan Undang v Womar 17 Tahun 3008 dun Peraturan
Pamariniah Nomor § Tahun 2008 sebsguimana divkah ferskhic dengan Farsturasn Pamariniah Momar 43
Tehun 2008 weria Pacsturnn Komiul Peenikihan Umum bo, 67 Tahum 2008

3. ") coret yang tduk dipariukan.
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Sy PEMILIMAN UMUS KEPALA DAERAH DAN

3. PO TEATULIS®
WAKSL KEPALA DAERAN st KALIMANTAN TENGAN [MODEL AB 101G

Cistaphan @l : Pulangha Rays
padnienans!l © 10 Jenwad 3013
oLl PIMLMAN UNUW

PROVIME] ALIMANTAN TEMOAH
LU

Ted

FARIDAWATY, 8L

au.!.._ - o . Pemile Kada 2010 mesmimmersmenatmmg e 34



